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PEMERINTAH KABUPATEN BOJONEGORO 

Sal'man 
PERATURAJJ DAERAB KABUPATU BOJOJIEOORO 

l'fOMOR 15 TAIIUl'f 2011 

TEIITAlfG 

RETRIB1JSI PEIIAKAIAlf KEKAYAAII' DABRAB 

DUG.Alf RABJIAT TUBAlf YANG KABA EBA 

BUPATI BOJOKEGORO, 

Menimbang : a. bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 32 
Tahun 2004 tentang Pemerintahan Dacrah sebagaimana 
teJah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang
Undang Nomor 12 Tabun 2008 dan Undang-Undang 
Nomor 33 Tabun 2004 tentang Perimbangan Keuangiin 
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pcmerintahan 
Daerah, maka penyelengga,aan pemerintahan daerah 
dila.kukan dengan memberikan kewenangan hak seluas
luasnya, disertai dengan pemberian hak dan kewajiban 
menyelenggarakan otonomi daerah dalam kesatuan system 
penyelenggaraan pemerintahan negara; 

Mengingat 

b. bahwa retribusi daerah mentpakan saJah satu sumbcr 
pendapatan daerah yang penting guna membiayai 
pelaksanAan pemerintaban dacrah yang dilaksanakan 
berdasarkan prinsip demokrasi, pemerataan dan keadilan, 
peran serta masyaralcat, dan akuntabilitas dengan 
memperhatikan potensi daerah; 

c. bahwa dengan belakunya Un dang-Undang Nomor 28 
Tahun 2009 tentang Pajak Daerab dan Retribusi Daerab 
maka Peraturan Daerah yang mengatur Retribusi 
~makaian I<ekayaan Daerah perlu diganti; 

d. bahwa berdasarkan pertimbangan ,.,.bagairoao" diroaksud 
dalam huruf a, b dan c, perJu membentuk Peraturan 
Daerah tentang Retnousi Pemakaiao JCekayaan Oaerah. 

J. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950, tentang 
Pembentukan Daerah-daerab Kabupaten/Kota di 
Llngkungan Provinsi Jawa Tunur (diumumkan pada 
tanggal 8 Agustus 1950); 

2 . Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukwn 
Acarn Pidana (Lembaran Negara Tnhun 1981 Nomor 76, 
Tambahan Lembaran Negiira Nomor 3209); 

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang 
Pcmerintahan Daerah (Lembaran Negara Tabun 2004 
Nomor 125, Tambaban Lembaran Negara Nomor 4437) 
scbagaimana telab diubah kedua kali dengan Undang
Undang Nomor 12 Tabun 2008 (Lembaran Negara Tahun 
2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 
4344); 



- 2 -

4. Undang-Unclang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah 
dan Rebibusi Daerah (Lembaran Negara Tahwt 2009 Nomor 
130, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5049); 

5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 
Pembentukan Pl:raturan Pc:nmdang-undangan (Lembaran 
Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara 
Nomor 5234); 

6. Peraturan Pemerintah Nomor Z7 Tahun 1983 tcntang 
~ Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang 
Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1983 Nomor 
6, Tombahan Lembemn Ncgiua Nomor 3258); 

7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang 
~laan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 
2005 Nomor 140, Tarobaban tcmbaran Negiua Nomor 4578); 

8. Pcraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang 
Pedoman Pembinaan den Pengawasan Penyelenggaraan 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 
Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4593); 

9. Pcraturan Pemerintah Noroor 6 Tahun 2006 tentang 
Peogelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran 
Negara Tahun 2006 Nomor 20, 'l'ambehan Lembaran. 
Negara Nomor 4609) sebagairnaoa telah diubah Peraturan 
Pernerintah Nornor 38 Tahun 2008 (Lembaran Negara 
Tshun 2008 Nomor 78, Tumbahan Lembaran Negara 
Nomor 4855); 

10. Peraturan Pernerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang 
Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, 
Pernerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah 
Kabupaten/Kota (Lembaran Negii.ra Tahun 2007 Nomor 
82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737); 

11. Peraturao Pernerintah Nornor 69 Tahun 2010 ten tang Tata 
Cara Pernberian dan P..rnaofaat!Ul lnsentif Pemungutan 
Pajak Daerab dan Retnln.tsi Daerab (Lembaran Negara 
Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembarao Negara 
Nomor 5161); 

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah 
sebagaimana telah diubali dengan Peraturao Menteri 
Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 201 l; 

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 
tentaog Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah; 

Denpn Puset,uaan Benama 
DEWAI'i' PERWABJLA1' RAKYAT DAERAII KABOPATBB BOJOIIEGORO 

clan 

BUPATI BOJOIIEGORO 

IIIEJIUTUSKAl'I : 
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llenetapbn : PERATURAN DAJtR4B KABlJPATEII BOJOimGORO 
TElffAlfG RETRIBU8I PBIIAKAI.&ll' KEKAYAAN DAERAH. 

BABI 
"KE,..,l"'EN....,l'"UAB lJJIUII 

Pua1 1 

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksnd dengan : 
I. Daerah adalah Kabupaten Bojonegoro; 
2. Pemerintah Daerah adalah Pernerintah Kabupaten Bojonegoro; . 
3. Pcjabat Daerah adalah Pcgawai yang diberi tugas tertentu di bidang 

Retribusi daerah sesuai dengan peraruran perundang-undangan yang 
berlalru .. 

4. Anggaran Pcndapatan dan Belanja Daerah adaJoh Anggnran Pendapatan 
dan Belanja Daerah Kabupaten Bojonegoro; 

5. Badan adalah sekumpuJan orang dan/atau modal yang merupakan 
kesatuan bail< yang mela.lrukan u.saha maupun yang tidak melakukan 
usaba yang melipu ti perseroan terbata.s, pe:rseroaan kornanditer, 
perseroaan lainnya, Badan Usaha M.ilik Negara atau Badan Usaha M.ilik 
Daerah dengan nama dan dalaln bentuk apapun, firma, kongsi. dana 
pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, 
organisasi sosiaJ politik, atau organisasi yang sejerus, Jembaga bentuk 
usaba tetap dan bentuk badan lainnya; 

6. Barang Oaera}, adalab semua kekayaan yang berwujud, yang diroiliki 
dan atau di.lruasai. Oaerah, bail< yang bergerak maupun yang tidak 
bergerak beserta bagjan-bagiannya ataupun yang m erupakan satuan 
tertentu yang dapat dinilai, dihitung. diukur atau ditirnbang termasuk 
hewan dan turnbuh-tumbuhan kecua!i uang dan surat berharga Jainnya 
yang selanjutnya discbut kekayaan daerah; 

7. Retribusi Jasa Usaha adalah Retnlmsi atas jasa yang clisediakan oJeh 
pemerintah daerah dengan menganut prinsip-prins:ip komers:ial karena 
pada dasamya dapat pula disediakan oleh sektor swasta; 

8. Kepentingan Komersial adalah kepentingan untuk mendapat 
keuntungan ; 

9 . Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah selanjutnya disebut retribusi 
adalah pungutan retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan 
penyediaan kekayaan daerah; 

10. Wajib Retribusi adalab orang pribadi atau badan yang menurut 
peraturan perundang-undangan retribusi cliwajibkan untuk melalrukan 
pembaynan Retribusi, tennasuk pemungut atau pemotong Retribusi 
tertentu; 

11. M.asa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan 
batas waktu bagj wajib Retribusi untuk ni=anfaatkan jasa dan 
perizinan tertentu dari Pemerintab Oaerah yang beraangkutan; 

12. Surat Pendaftaran Objek Retnbusi Daerah yang selanjutnya dapat 
disingkat SPdORO adalah surat yang digunakan oleh wajib Retnbusi 
untuk melaporkan data obyek Retribusi dan wajib Retribusi sebagai 
dasar perbitungan dan pembayaran Retnbusi yang terutang menurut 
peraturan perundang-undangan Retnbusi daerah; 

13. Surat Setoran Retribusi Oaerab yang selanjutnya disingkat SSRO, 
adalah SUJ'at yang oJeh wajib Retribu si digunakan untuk melakukan 
pembayaran atau penyetoran Retribusi yang terutang ke Kas Daerah 
atau ke tempat pembayaran Jain yang ditetapkan oleh Kepala Daerah; 
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14. Su.rat Ketetapan Retribusi Oaerah yang disingk:at SKRD adaJab surat 
ketetapan Retnousi yang menentukan besaran pokok ret:ribusi; 

15. Surat Ketetapan Ret:ribusi Daerah Lebib Bayar yang disingk:at SKRDLB, 
adalah surat ketetapan Ret:ribusi yang menentukan jumlah kelebiban 
pembayaran Ret:ribusi karena jumlab kredit Ret:ribusi lebib besar dari 
pada Ret:ribusi yang terutang atau tidak seharusnya terutang; 

16. Surat Tagihan Retribusi Oaerah yang disingkat STRD adalah surat 
untuk melakukan tagiban Ret:ribusi dan/atau sanksi administrasi 
berupa bunga dan/atau denda; 

17. Surat Keterangan Ret:ribusi Oaerah Kurang Bayar Tambahan yang 
selanjutnya disingkat SKRDKBT adalah surat ketetapan yang 
menentukan tambahan atas jumlah Retn"busi yang telab dititipkan; 

18. Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan 
terlladap SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, SKRDKBT, dan 
SKRDLB yang dijadikan olch wajib Ret:ribusi; 

19. Retribusi Oaerah yang selanjutnya disebut Retn"busi adalah pungutan 
Daer-ah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang 
khusus disediakan dan/atau di"berikan oleh Pemerintah Oaerah untuk 
kepentingan orang pribadi atau badan; 

20. Pemcriksaan adalah serangkaiao kegjatan untuk mencari, 
mengumpulkan, mengolah data, dan atau keterangan Jainnya untuk 
menguji keputusan daerah menemukan kewajiban Ret:ribusi dan untuk 
tujuan lain dalam rangk:a melaksanakan ketentuan peraturan 
perundang-undangan daerah; 

21. Penyidikan Tindak Pidana' di bidang Ret:ribusi adalah seraogkaian 
tindakan yang dilakukan oleh PPNS Daer-ah yang selanjutnya disebut 
Penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan itu 
membuat terang tiodak pidana di bidang Retn"busi daerah serta 
menemukan tersangkanya. 

BABII 
PBRIZII(Al( 

(1) Setiap remakaian Kekayaan Daer-ah harus mendapatkan izin dari 
Bupati. 

(2) Bupati dapat melimpahkan wewen.ang sebagi,imaoa dimalcn1d pads 
ayat (1) kepada Pimpinan Perangkat Oaerah atau Pejabat yang 
ditunjuk. 

(3) Setiap pnt1akaiao Kekayaan Daerah s,,bagairoaoa dimaksud pada ayat 
(1) dilaraog dipindahkan haknya deogan alasan dan dalib apapun 
kepada pibak lain tanpa persetujuan Bupati. 

(4) Ketentuan Jebih lanjut mengenai izin sebagairoaoa diroaksud pada ayat 
(1) dan ayat (3) diatur oleh Bupati. 

BABm 
PEIIAKAIAII KEKAYAAB DAER4B 

Paaa13 

(1) Kekayaan Daerah sebagaimaoa tersebut dalam Pasal 2 ayat (2) dapat 
diroaofaackao untuk kepentiogan Negara/ daerah dan kepentiogan 
umum_ 
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(2) Kekayaan Daerab se,....,gairnaaa tersebut daJrun Pasal 2 ayat (2) 
meliputi: 
a. Pemakaian tanah; 
b. Pernakaian rumah dinas; 
c. Pernakaiaa gedung; 
d. Pc-roakaian ,;tadion Letjen H Soedirman; 
e. Lapang;ut renis; 
f. Pernakaian 'llat berat; 
g. Alon-alon; 
h. Pengelolaan Unit Pelayanan Tehnis !KM Kayu; 
i. Pemakaiao .Jalan Kabupaten. 

(3) Pernakaian Kekayaan Daerab set,,,gairoana diroaksud pada pasal 2 ayat 
(21 huruf d sebagai berikut: 
a. P,,rnakaiaa Lapangan Rumput di daJrun Stadion banya digunakan 

untuk kegiatan sepak bola kecuali kegiatan yang diselenggarakan 
Pemcrintah, Pcmerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten yang 
bersifat serernonial. 

b. Pernanfaatan Tribun keliling stadion untuk diluar kegiatan sepak 
bola dan peroerintahan banYa diperbolehkan untuk kegiatan sosial 
dan/ atau korncrsial yang tidal< rnenirobulkan kerusalcan fasilitas 
stadion dan lapangan rumput. 

BABID 
KAMA, OBYEK DAR SOBYEK RETRIBUSI 

PuaJ.4 

(11 Dengan nama retribusi J)l'IDakaiao kekayaan daerah dipungut retribusi• 
sebagai pembayaran atas pelayanan peoyediaao lcekayaao daerah oleh 
Peroerintah Kabupateo. 

(2) Objek Retribusi adalah pelayanan peroberian hak rv-roakaian Kekayaan 
Daerab untuk jangka waktu tcrteotu. 

(3) Subjek Rettibu~i adalab orang pribadi atau badan yang memperoleh 
bak untuk menggunakao kekayaan daerah. 

(4) Dikecualikao dari pengertian prn,akaiao kekayaan daerah sebagairnana 
dimaksud pada ayat (2) adalab penggunaan tanah yang tidak 
mengubah fungsi dari tanah tersebut. 

BAB JV 
GOLOKGAll' RETRIBUSI 

PualS 

Rctribusi Pemakaian Kekayaan Daerab digolongkao sebagai Retribusi jasa 
usaba. . 
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BABVI 
IIIASA RETRJBUSI DAl'I SAAT RETRIBUSI TERUTAl'IG 

Pual6 

Masa Retribusi adalah batas waktu bagi wajib retribusi untuk meoik:roati 
pelayanan penyediaao kekayaan daerah yang lamanya sama dengan 
pelaksanaan pelayanan kekayaan daerah. 

Pual7 

Saal retribusi t.erutang dalam masa retribusi terjadi sejak diterbitkannya 
SKRD. 

BAB VII 
CARA KEJIGUKUR TDfGKAT PEKGGOlfAAJI' JASA 

Pual8 

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan frekuensi jangka waktu, jenis 
pelayanan. 

BABVID 
PRili'SIP DALAlf PENETAPAlf STRnog-1 rroRn DAIi' BBSARAif TARIF 

PuaJ.9 

(1) Prinsip dan sasaran daJam penetapan besamya tarif retribusi 
didasarkan pada tujuan untuk mendapatkan keuotungan yang layak. 

(2) keium•ogan yang layak S'"bagaimaoa dirnaksnd pada ayat (1) adalah 
keuotuogan yang diperoleh apabila pelayanan jasa usaha tersebut 
dilakukan secara efisien dan berorientasi pada harga pasar. 

BAB IX 
SIROKiUR DAIi' BE8ARAlf TARD' RETRIJIUSI 

Pual 10 

(1) $truktur dan besamya tarif retribusi pNllOkaion kekayaan daerah 
adalab ,.,,bagairnana tercanturn daJam lampiran Peraturan Oaerah ini 
dan merupakan bagian yang tidak terpisabkan dari Pe.raturan Oaerah 
ini. 

(2) Tarif retnousi ditinajau kembali setiop 3 (tiga) tahuo sekali dengan 
memperbatikao kenaikan harga dan perkembangan ckonomi. 

(3) Peoetapan perubahan ~ retnousi ditetapkan dengan Peraturan 
Kepala Oaerah. 



- 7 -

BABX 
WILAYAB PUIIOUTA!lf 

PuaJ 11 

Retribusi yang terutang dipungut di wilayah/ daerah tempat pelayanan 
pemakaiao lrekayaan daerah diberikao. 

BABXI 
PEIIDAFTARAN 

PuaJ 12 

(1) Wajib Retribusi wajib meogisi SPdORD. 
(2) SPdORD sebagaimana dimabud pada ayat (1) barus diisi deogao jelas, 

benar dan lengkap serta ditandataogani oleh Wajib Retribusi atau 
lruasanya 

(3) Keteotuao lebih lanjut mengeoai bentuk, isi, serta tata cara peogisian 
dao penyampaian SPdORD sebagaimaoa dimaksud pada ayat 11), 
diatur deogao Peraturan Bupati. 

BABXD 
TATA CARA PBIIUNGOTAJf 

PuaJ 13 

11) Pemungutan Rctribusi tidak dapat diborongkan. 
(2) Retribusi dipungut deogan menggunakan SKRD at.au dokumen laio 

yang dipersamakan dan SKRDKBT. 

BABXJII 
TATA CARA PEIIBAYARA!lf 

PuaJ 14 

11) Retribusi Pemakaiao Kekayaao Daerah dipungut dengao 
menggunakan SKRD atau Karcis. 

(2) Pembayaran Retribusi yang tcrut.ang dilaku.kao secara tunai, sckaligus 
dao scketika. 

Pual 15 

11) Pembayaran Retribusi Pt-makaian Kekayaao Oaerah yang terutang 
dilak:saoakan di Kas Daerah. 

(2) Dalam baJ pembayaran retribusi Pemakaiao Kekayaao Daerah yang 
terut.ang dilaksaoakao di tempat Jain yang ditentukan oleh Bupati, 
basil pembayaran retribusi disetor sccar<1 bruto ke Kas Daerah dalam 
jaogka wa ktu 1 x 24 jam pada setiap hari kerja. 
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(3) Setiap penerimaan atas pembayaran retribusi yang terutang di 
bukukan dan diberi Surat Setoran Retribusi Daerah (SSRD) sebagai 
tanda Bukti Pembayaran. 

Pua! 16 

Tata cara Pembaya.ran, penyetoran, dan tempat pembayaran lebih lanjut 
diatur dalam Peraturan Bupati. 

BAB XIV 
SAlfKSI ADMl1'1STRASl 

Pua117 

Dalazn hal Wajib Retribusi tidak membayar tepat pada waktunya at:au 
kurang membayar, dikenakan san.ksi administrasi berupa bunga sebesar 2% 
(dua persen) setiap bulan dari Retribusi yang terutang atau kurang bayar 
daJi ditagih dengan menggunakan STRD. 

BABXV 
TATA CARA PEBAGIBAK 

Pua118 

(1) Dalam tempo 7 (tujuh) hari kerja setelab tanggaJ jatuh tempo 
pembayaran retnousi yang terutang. Bupati atau pejabat yang ditunjuk 
mengeluark:an surat peringiitan atau surat teguran atau surat lain yang 
sejenis, sebagai awal tindakan pclaksa.naan penagihan retribusi yang 
terutang. 

(2) Dalam jangj<a waktu 7 (tujuh) hari kerja setelah tangg;u diterimanya 
surat peringatan atau surat tegu.ran atau surat lain yang sejenis, Wajib 
Retribusi barus melunasi Retnousi yang terutang. 

(3) Apabila dalam jangj<a waktu 7 (tujuh) hari kerja retnousi yang terut:ang 
sebagaimana diroaksm\ pada a,yat (2) tidak dilunasi, retribusi terutang 
ditagih dengan Surat 'l'agihao Retribu!ri Daerah (STRD). 

(4) SUrat teguran atau surat tag,'.bao atau surat lain yang sejenis 
sebagairoana dirnaksrnl pada ayat (3) dikeluarkan oleh pejabat yang 
ditunjuk. 

(SJ Hasil penagibao retribusi yang terutang disetor secara bruto ke Kas 
Daerah dalam jangj<a waktu l x 24 jam pada setiap hari kerja. 

BAB XVI 
KEBEJ>ATA1' 

Pual 19 

(l] Wajib Retribusi tertentu dapat mengajukan keberatan hanya kepada 
Kepala Daerah atau pejabat yang ditunjuk atas SKRD atau dokumen 
lain yang dipersamakan. 

(2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam babasa Indonesia dengan 
diserta.i alasao--alasan yangjelas. 
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(3) Keberatan baru.s diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) 
bulan stjak tanggal SKRD diterbitkan, kecuali jika Wajib Retribusi 
dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi 
karena keadaan di luar kekuasaannya. 

(4) Keadaan di luar kekuasaannya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) 
adalah suatu keadaan yang terjadi di luar kehendak atau kekuasaan 
Wajib Retribusi. 

(5) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar Retribusi 
dan pelaksanaan penagihan Retnl>usi. 

Pua120 

(1) Kcpala Daerah dalam jangka waklu paling lama 6 (enam) bulan srjak 
tanggal Surat Keberatan diterima harus memberi keputusan atas 
keberatan yang diajukan dengan menerbitkan Surat Keputusan 
Keberatan. 

(2) Ketentuan sebagaimana dimaksnd pada ayat (1) adalah untuk 
memberikan kepastian hu.kum bagi Wajib Retribusi, bahwa keberatan 
yang diajukan harus diberi keputusan oleh Kepala Daerah. 

(3) Keputusan Kepala Daerah atas keberatan dapat berupa mcncrima 
selurubnya atau sebagian, menolak, atau menambah besarnya 
Retribusi yang tcrutang. 

(4) Apabila jangka waktu s,,hagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat 
dan Kepala Daerah tidak memberi suatu keputusan, keberatan yang 
diajukan tersebut dianggap dikabulkao. 

BABXVD 
PEIIGEIDIALIAN KELEBIHAl( PEIIBAYARAN 

Pual:Zl 

{l) Atas kelebihan pembayaran Retnl>usi, Wajib Retribusi dapat 
mengajukan permohonan pengembaliao kepada Bupati. 

(2) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak 
diteriman:ya permohonan kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana 
dimaksnd pada ayat (l), harus memberikan Kcputusan. 

(3) Apabila jangka waktu S<'bagairoaoa dirnaksud pada ayat (2) telah 
dilampaui dan Bupati tidak roemberikan suatu Keputusan, 
permohonan pengembaliao kelebihan Retribusi dianggap di.kabulkan 
dan SKRDLB baru.s diterbitkan dalam jangka waktu paling Jama 1 
(satu) bulan. 

(4) Apabila Wajib Retribusi mcmpuoyai utang Retribusi laionya, lcelebihan 
pembayaran Retribusi sebagaimaoa dirnaksrnl pada ayat ( l) laogsung 
diperhltnogkan uotuk meluoasi tetlebih dahulu utang Retribusj 
tetsebut. 

(SJ Pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud 
pada ayat {l) dilakukan daJam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan 
sejak diterbitkannya SKRDLB. 

(6) Apabila pengembalian kelebihan pembayaran Rctribusi dilakukan 
setelah lewat jaogka waktu 2 (dua) bulan, Bupati memberikan irnbalan 
bunga sebesar 2 % (dua persenJ sebulao atas keterlambatan 
pembayaran kelebihan Retribusi. 
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Pual22 

(1) Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi diajukan 
secara tertulis kepada Bupati roelalui Dinas dengan sekurang
kurangnya menyebutkan: 
a. nama dan alamat Wajib Retribusi ; 
b. masa Retribu.si ; 
c. besamya kelcbihan Retribusi ; 
d. alasan yang singkat danjelas. 

(2) Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi 
disampaikao secara langsung atau meJalui pos tercatat. 

(3) Bukti penerimaan oleh Pejabat Daerah atau bukti pengiriman pos 
tercatat merupakan bukti saat permohonan ditcrima oleh Bupati. 

Pua123 

(1) Pengernbaliao kelebihan pembayaran Retnl>usi diperhitungkan dengan 
mcnerbitkan Swat Perintah Membayar Kelebihan Retribusi. 

(2) Apabila kelebihan pembayaran Retribusi diperbitungkan deogan utang 
Retribusi Jainnya, seb<>.gairoana diroaksud dalaro Pasal 20 ayat (4), 
perobayaran dilakukan denga.n cara pemindahbukuan dan bukti 
peroindahbukuan juga bcrlaku sebagai bukti pembayaran. 

BABXVID 
PEJll"OURAiiGAl'I', KERll'JGAl'l'AN DAIi 

PEIIBEBASAN RETRIBUSl 

Pual24 

(1) Bupati dapat memberikan penguraogan, keringanan dan pembebasan 
retribusi. 

(2) Pcngurangan dan keringanan sebagaimana diroaksm\ pada ayat (I) 
diberikan dengan mempcrhatikan keroampwm wajib retribusi. 

(3) Dalam ha! pembebasan retribusi yang terutang sebagairoana diroaksud 
pada ayat ( I) diberikan dengan roemperhatiakan fungsi objek retribusi. 

(4) Tata cara pengajuan keringanan, peogurangan dan pembebasan 
retribusi sc-bagairoaoa diroaks>1d pada ayat (1) d.iatur dcngan Peraturao 
Bupati. 

BABXJX 
KEDALOWARSA PEIIAGJHAII 

Pual25 

(1) Hak untuk melnkukan penagihan Retnlmsi, kedaluwarsa setelah 
melampaui jaogka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat 
terhutaognya Retribusi, kecuali apabila Wajib Retribusi roelakukan 
tindak pidaoa di bidaog Retribusi. 

(2) Kedaluwarsa penagjhan Retribusi sc-bagairoaoa dimaksud pada ayat (l) 
tertanggub apabila : 
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a. diterbitkan surat teguran; atau 
b. apabila ada pengakuan u tang Retribusi dari Waj ib Retribusi baik 

langsung maupun tidak Jangsung. 

BABXX 
KBTENTUAJI PEIIYIDIXil 

Pual26 

(1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah 
diberi wewenang khusus sebaga.i Penyidik untu.k melakukan penyidikan 
tindak pidana di bidang Retribusi sebagaimana dimaksud dalam 
Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang berlaku. 

(2) Wewenang Penyidik sebagaimana dirnaksnt\ pada ayat (1) adalah : 
a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau 

laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi ag;,r 
keterangan atau laporan tersebut menjadi Jebib lengkap dan jelas; 

b. meneliti, mencari dan mengumpulkan lreterangan mengenai orang 
pribadi atau badan tentang kebenaran perbu atan yang dilakukan 
sehubungan dengan tindak pidana Retribusi; 

c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan 
sehubungan dengan tindak pidana di bidang Retribusi; 

d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen 
lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi; 

e. rnelakukan penggeledahabao untulc rnendapatkan bahan bukti 
pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain, serta 
melakukan penyitaan terbadap bahan bukti tersebut; 

f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas 
penyidikan tindak pidana di bidang Retnbusi; 

g. menyurub berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan 
ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung 
dan memeriksa identitas orang dan/atau dokumen yang dibawa 
~bagaimana dimaksud pada huruf e; 

b . memotrct seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana Retribusi; 
i. memanggil orang untuk didengar ketemnpnnya dan diperiksa 

sebaga.i tcrnangka atau saksi; 
j. menghentikan penyidikan; 
k. melakuk:an tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan 

tindak pidana di bidang Retribusi menurut Pcraturan Penmdang
undangan yang berlaku. 

(3) Penyidik S"bagaiman" dirnaks>td pada ayat (1) memberitahukan 
dimulainya penyidikan dan menyampai.k.an basil pen)ridikannya kepada 
Penuntut Uroum melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik 
Indonesia, sesua.i dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang 
Hukurn Acara Pidana yang berlaku. 
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BABXXI 
KETEllfTUAII PIDAIIA 

Pual27 

( l) Wajib Retribusi yang tidak me!aksanakan kewajibannya sehingga 
merugi.kan keuangan daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 
(tiga) bu!an alml denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah Retribusi 
yang terutang. 

(2) Tindak pidana sebagaimana dirnaksud pada ayat (1) adalah 
pelanggaran. 

(3) Denda sPbagaiman" dimaksud pada ayat (1) merupakan penerimaan 
negara. 

BABXXII 
KETEKTUAII PERALIBAll 

Pual28 

Kekayaan Daerah yang telah disewakan sebclum Pcraturan Daerah di 
\lndangkan tetap berlaku sarnpai dengan berakhimya masa sewa. 

BABXXDI 
"KE',,...,t"'Blf.,..,,'"ud PERUTOP 

Pual29 

(1) Ketenruan lebib lanjut rnengenai hal-hal yang belum diatur dalam 
Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai tekni.~ pelaksanaannya akan 
diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati. 

(2) Pada saat Pcraturan Daerah ini mulai berlaku, maka : 
a. Pcraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 18 Tahun 1998 

tentang Retribusi Peme)rniao Kekayean Daerah (Lemberan Deerah 
Kabupateo Bojonegoro Tahun 1999 seri B Tanggal 8 Juni 1998 
Nomor 17 /Bl ; 

b. Pcraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 16 Tahun 2003 
tentang Perubahan Peraturan daerah Kabupaten Bojonegoro 
Nomor 18 Tabun 1998 teotang Retnl>usi J>crnakaian Kekayaan 
Daerab (Lembaran Daerah Kabupaten Bojonegoro Tahun 2003 Seri 
C Nomor 11/C) ; 

c. Pcra turan Daerah Kabupateo Bojooegoro Nomor 8 Tahun 2007 
tentang Pcruba.han Kedua Atas Pcraturan daerah Kabupaten 
Bojonegoro Nomor 18 Tahun 1998 tentang Retnl>usi Pemakaian 
Kekayaan Daernh (Lembaran Daerah Kabupaten Bojonegoro Tahun 
2007 Nomor 8) ; 

dicabut dan dinyatnkan tidak berlaku. 
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Paaal 30 

Peraturan Dacrah ini mulru bcrlaku pada tanggal 1 Januari 2012. 
Agar sctiap orang mcngctahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 
Daerah iru dengan penempatannya dalam Lcmbamn Daerah Kabupaten 
Bojoncgoro. 

Ditetapkan di Bojonegoro 
pad a tanggal 10 Nopcmber 2011 

BUPATl BOJORBGORO, 

ttd 

H. SUYOTO 

01undangkan di Bojoncgoro 
pada tnnggal JO Nopember 20JJ 

S.EKRBTARJS DAERAB KABOPATElf DOJONEGORO 

ttd. 

On. SOKIIADI IIOEWOl'IO,
Pcmbina Utama Madya 

NIP. 19600131 198603 I 008 

LE11BARA11 DAERAH KABUPATEl'I DOJOl'IEGORO TAIIUll 2011 IIOIIOR 16. 

~f;_; 1 Salinan sesuai dengan ruilinya 
"'~ARIS DA&RAB KABUPATBII DOJOIIEOORO ,~~1,.,,....=-r. tf Si-'hHF.: TAlflr•. , I _l o,,r:,, • 

I \ Dn. SOBIIADI 110 ,-
'},. Pembina Ula.ma Madya 

' NIP. 19600131 198603 I 008 



No 

1 
1. 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

LAMPIRAN : PERATURAN OAERAH KABUPATEN BOJONEGORO 
NOMOR : 15 TAHUN 2011 
TANGGAL : 10NOPEMBER2011 

BESARAN TARIF RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH 
KABUPATEN BOJONEGORO 

A.PEMAKAIANTANAH 

Luas/Jumlah s.amyaTarif 
SKPOyang 

Kegunaan 
Saluan (Rp.) 

Ber1anggung 
Jawab 

2 3 4 5 
Pemal<ain Tanah Untuk Pernr 60.000,- OPPKA 
Pemasangan Reklame 
Pennanen 
Pemakaian Tanah Untuk Perm 12.500 
Pemasangan Kain 
Reldame/urnbul-umbul 
Pemakaian Jalan Untuk T erop: Per-'10 hart 1.500,-
(bahwa pemakaian sebagaiman 
dirnaksud supaya tidak 

u ru..,,.,; "'"'n' 
Untuk Wanmg, depot dan Per nr 1.500,-
bannunan tidak Permanen 
Untuk Pembakaran Batu merah 

danGen-
a dari 500•r Perm' 500-
b. Lebon dari 500M" Pernr 1.000,-

Jalan Kabupaten Untuk 
Per m2/hari 1.000,-Kepentingan _ , 

Bangunan/Rumah beser1a 
halamannya 

a . Pelmanen Pernr 2.500,-

b. Semi Permanen Pernr 1.000,-

c. Sederhana Per nr 750,-

d. lndustri/Perusahaa Asing Per rrr 25.000.-

e. lndusbi/Perusahaan Lolall Pernr 12.500,-

Penjemuran, Penimbunan Per rrr 500,- Dinas Pertanian 
bahan2 bangunan/ hasB 
pertanian 

Untuk Kepentiogan Pertanian •) : Pernr 

a . Tanah Produktif adaJah tanah Per nr 1.000,-
pe,tanian yang mef199Unakan 

mekanisme lrigasi. 

b. Kurang Produktil adalah tanah Pernr 500,-
pertanian yang menggunakan 
melcanisme lrigasi. 
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B. PEMAKAIAN GEDUNG 

TARIF 
SKPDyang 

NO URAIAN KETERANGAN (Rp) 
bertanggung 

•awab 

1 2 3 4 5 
1 GedungKONI lalihan 15.000/Jam/lap. Dinas 

Even 25.000fjSm/lap. Pendidikan 

2 Gedung Serbaguna Siang 1.500.000 Dinas 

Malam 2.000.000 Kebudayaan 

dan Pariwisata 

Siang-malam 3.000.000 

C. PEMAKAIAN STADION LET JEN H SOEOIRMAN 

Besamya 
SKPDyang 

NO URAIAH Retribusl (Rp.) 
Ketarangan --•ng ~b 

1 2 3 4 5 

1 Pemakaian Lapangan Sepak Bola: Dinas 

a. Pemakaian untuk 1 (satu) Pekerjaan 

pertandingan Sepak Bola Umum 

sebagaiberikut 

a. Profesional. Tanpa Lampu Oengan 

Lampu 

1. lokal 5.000,000,- 9.500.000,· 

2. Antar Kabupaten 7.500.000,-
12.000.000, 
. 

3. Nasional 10.000.000,-
14.500.000, 
. 

b. Amatir. Tanpalampu Dengan 
Lampu 

1. l.okal 1.000.000.- 5.500.000,· 

2. Antar Kabupaten 2.500,000, 7.000.000,· 

3. Nasional s.qoo.ooo.- 9.500.000,-

Antar Negara atau lntamaslonal 25.000.000,- 29.500.000,-

b. Untuk Latihan Sepak Bola 600.000,- 3.600.000,-

Sampai dengan 2 Jam pertama. 

Kelebihan Trap jam dari 2 :Jam 200.000.· 1.700.000,· 
p-
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1 2 3 4 5 

b. Untuk Latihan Sepak Bola 600.000.- 3.600.000,- Dinas 

Sampai dengan 2 Jam Pekerjaan 
Umum 

Kelel>ihan Tiap Jam dari 2 
200.000,- 1.700.000,-

JamPertama 

C Pemantaatan tribun stadion 10.000.000,- 17.500.000, 

untuk kegiatan sosial . -

d Pemanfaatan tnbun stadion 30.000.000,- 37.500.000, 

untuk kegiatan -
komersial/sponsorlpromosi 

3 Pemanfaatan halaman parldr 3.000.000,- Per hari 

Stadion untuk kegiatan komersial 
(3.186 m2) : 

4 Pemakaian Kios di area luar 
Stadion 

a. Kios Perrnanen 500.000,- Per 
M21Tahun 

b. Kios Non Permanen 500,- Per M'"/Hari 

C. Kios Pameran 1.000 Per M'"/Hari 

5 Untuk areal pertanianlsawah di komplek sta<flOO dikerjasamakan dengan Pihak 
Ketiga. Hasil dari kerjasama sebagaimana dimaksud disetor sebagai Pendapatan 

Asli Daerah lefhadap Pemakaia_o Kekayaan Daerah. 

D LAPANGAN TENIS . 
NO PEMANFAATAN TANPALAMPU OENGANLAMPU 

SKPDyang 
Bertanggung 

Jawab 

1 Kegiatan l.atihan/ 20.000/jam/Lap. 30.000/jam/lap. Dinas Kebersihan 

Pertandingan dan Pertamanan 
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E. PEMAKAIAN ALAT BERAT 

Sl<PD 

IQIOR KAPASIT - TARIF yang 

No NAMAAUT - - Ni T ..... - Kat KOIDSI bertang 
lljlm ~ 

' 2 3 4 6 • 7 8 t ,o 
1 ..... , .... - """"°' ltON 1 .. - ..... - Dia -2 -- - ,,., .... HON 1- tOOOU•t lloik - lmm 

3 -·- - IIVIPO> HON 1172 ,.,_,_. Balk -
• -- - IIV- HON 1'7> ~ lloik ··~ 
• -- - ,,., .... ., ... 1m ..,. 75% 

• -- - IINIPOI ITON 1ffl' ~ Balk -
7 -- - IINll'G1 ITON 1ffl' ~ ..,. ,..,. 

• -- - II01AII &TON 1-
,__ - 75% 

• --- - - a.10TON 1- tGII .... ..... 7n 

10 ... _.., - _ 1.,. ., ... 1-, 5011 Qlhlri Balk ,..,. 
11 --- - IIG81"'2 270N 1-, ........... - ,..,. 
12 --- - IIGB1 ... 210N 1N2 saa ... - ,..,, 
13 -..an gila Illini - IIG8110& 2TON , .. .._, - 75% 

14 --- - MG81I05 2TON 1- .. ata.rt ..... -
11 PIB ROI.ER PUO - - I TON 1 .. ·- Bolk 7..,, -
11 """'"'"- ..... Of ...... - 1lJILDID - ..... - -
17 -T- - - 10.15 Ton .... - - .... 

17334 -
11 - - . 1• ,.,,. 1 ........ - .... 

joffl 

11 b.:4uati0c - 21442714 ..... .... ·- - -Jon, 

20 - - ....... 1A4• ,.,,. t28JID - -joffl 

21 -- - 02D11Ul31 4 Too ,.,,. 1- - --
22 -- .,,...,_ SoMffl ~10Toa "'11 ·- - ..... -
"' -- . TAlh1CIGE 1 . .I009n11 ,... ...- Bolk -~ 

Teol -.. -Co,e- - 9llSl<S- UHP 1• 
,,,_ Bolk 7R 

T_, .......,, 1901VH -.. .... T_, . OO.(X).3711 -- .... ... _, Bolk .... 
.. KubulClt:M-8111:a - ........ - ,.__ --"" 
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1 2 3 ' 5 6 7 • 9 10 
Z1 K-Dooak - CT.QI 1.200IOI , ... 10.DOOi bu1t1 811k 7&1' er. -- ~ .....,, 
,. Kut:lm O... a.locl - TC-322IE 190Ton 2011 11,.-- - -~ -21 SandCOMt"..._ . ...... ·- zsooar..1 - -
"' LoaAnggelNTmt BBS - 5Kg ·- 15.IDOO(bulb - """ 

F. PENGELOUAN UNIT PELAY ANAN TEHNIS IKII KAYU. 

NO JASA PEKERJMN SATUAN HARGA SKPD yang bertanggung 
(Rp.) jawab 

1 2 3 4 5 

1 Ory Kiln/Open Kayu M' 350.000 Oinas Perindus1rian dan 

2 Plenner/Serut M' 300.000 
Perdagangan 

3 Gergaji bendsaw 

-Papan M' 150.000 

-Kusen M' 125.000 

4 Asah gergaji bendsaw M' 7.500 

5 Circle M' 75.000 

6 Potong/Tadial M' 75.000 

7 Profil Spindle (lebar 1 cm, M 1.000 
panjang 1 m) 

8 Bornob/hollow M 3.500 

9 Pembualan Kusen Plong 

-Kayu Jati 30.000 

- Kayu Kamper/Non Jati 30.000 

10 Pembualan oaun Pintu (180 Oaun 
cmx90cm) 
- Kayu Jati 125.000 
- l(av,o Kam~/Non Jati 125.000 

11 Pembuatan Daun Jendela Oaun 
(150 cm x 90 cm) 
-Kayu Jatl 60.000 
- Ka"'' l(am~fNon Jati 60.000 

12 Pembuatan Lobang Angin Buah 
- Kayu Jati 25.000 
- Kavu Kam~/Non Jati 25.000 

13 Sewa penitipan k.ayu M'/Hari 1.500 
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PEIIJELASA1' LAIIPIRAN : 

1. Pemakaian Per Harl yang dimaks•1d adalah Pl,nggunaan alat-alat untuk 
8 (delapan)jam kerja, climulaijam 07.00 sampai dengan 15.00 WIB. 

2. Besamya retnousi belum tennasuk biaya operasional. 
3. Untu.k Kelebihan Jam Kerja dari waktu 8 (delapan) jam yang ditentu.kan 

diatas dikenakan Retribusi sebagai berikut 

A - TJK xLWP 
w 

A = Retribusi terhutang 
TJK = Tarif Retribusi sesuai Jenis Kendaraan/ Alat Berat 
W s Waktu yang ditentukan 8 (delapan) jam 
LWP = Lebih Waktu ~roakaian dari Waktu yang ditentukan 

4. Profesional menurut PSS! adalah adalab nw.gkaian pertandingan yang 
diselenggarakan secara teratur setiap tahun yang diselenggarakan 
untuk Asosiasi Sepak Bola roiniroal atau pihak yang ditunju.k, untuk 
dilaksanakan oleb club-club anggota Asosiasi Sepak Bola menurut 
jenjang divisinya untuk roencapai urutan kedudukan kejuaran dan 
menghasilkan promosi atau degradasi serta mengbasilkan Club wakil 
asosiasi nasional untuk mengikuti kompetisi di tingkat 
nasional/internasional. 

5. Amatir menurut PSSJ adalab rangkaiao pertandingan yang 
diselenggarakan di luar Asosiasi Sepak Bola nasiooal bukan dituju.kan 
untuk mencapai urutan kedudu.kan kejwuaan pada tingkat divisi 
tertentu/tidak mengbasilkan promosi/ degradasi untuk mengikuti di 
bidang berikutnya. 

6. Tanab pertanian yang dapat disewakan adalah tanab yang tidak 
mendukung tupoksdi SKPD. 

7. Untuk alat Jaboratorium dapat dlpungut ret:nousi apabila telab 
meodapat sertifikasi/telab ,diakre<litasi. 

BUPATl BOJONEGORO, 

ttd 

H. SUYOTO 


